PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG

Menimbang;

Mengingat:

} 55

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Koia
Palembang, perin  menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan TFungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdavaan
Peremipuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Palembang;

Undang-Umdang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kota Praja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S533);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679];

4. Peraturan...
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Menetapkan:

2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

(Berita Negara Republik indonesia Tahun 20i6 Nomor
1237}); dan

6. Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata
Palembang (Lembaran Dacrah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor 6).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, vang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang,

3. Walikota adalah Walikota Palembang.

4, Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Palembang.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pemherdayaan Masyarakat adalah Dinas Pemberdayaan
Perecmpuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Palembang.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Palembang.

8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan
Percmpuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Palembang,

9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Palembang.

10.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Palembang.

11. Beksi... @Jﬂ;ﬂ
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14.

{1}

(2)

(3)

(4)

3

.Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Palembang.

.Urusan adalah wurusan pemerintahan vang menjadi

kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional vang berdasarkan pada keahlian dan
ketrampilan tertentu.

BADB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masvarakal merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat,

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat dipimpin cleh secrang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melaiui Sekretaris Dasrah.

Dinas Pemberdayaan Percmpuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat dan susunan organisasi
pemerintahan vang menjadi kewenangan  daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] mcmpunyai tugas
membantu Walikota melaksanakan wurusan di bidang
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat dan tugas pembantuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan

fungsi;

a. perumusan kebijakan teknis;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pclayanan
umum;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan _

f. pelaksanaan [ungsi lain yang diberikan oleh Walikota
terkait dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 3

{1} Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri
dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
c. Bidang Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakat,
membawahi;
1. Scksi Kesetaraan Gender;
2, Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
3. Seksi Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Usaha
Perempuan.
d. Bidang Perlindungan Perempuan, membawahi:
1. Seksi Pemenuhan Hak Perempuan;
2. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
3. Scksi Pembinaan Organisasi Perempuan.
¢. Bidang Perlindungan Anak, mecmbawahi:
1. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
2. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak; dan
3. Seksi Data Gender dan Anak.
f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
1. Seksi Penguatan Kelembagaan;
2. Scksi Pembangunan dan Pengembangan
Pemberdayaan Masvarakat; dan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Miskin  dan
Teknologi Tepat Guna.
g. Unil Pelaksana Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yvang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kcpala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

{6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atﬂlf
sehaliknya secara administratif dilaksanakan melalui
Sckretaris.

{7) Bagan struktur  organisasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini,

BAB 1![--.$ M; a/
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BAB I
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan di  bidang Pemberdayaan  Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

{1} Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam mengkoordinasikan perencanaan, keunangan dan
pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi
umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.

(2) Untuk meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {1), Sekretaris mempunyai fungsi:

a. koordinasi penyusunan dokumen  perencanaan,
keuangan dan pelaporan;

h. pelaksanaan urusan administrasi umum,;

¢. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan
perkantoran;

d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;

e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan

f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang undangan.

Pasal 6
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian
umum dan kepegawaian,

b. mengelola administrasi umum dan surat menyurat,

¢. mengelola kearsipan dan kepustakaan;

d. mengelola administrasi barang, perlengkapan dan
kendaraan dinas;

e. mengelola urusan rumah tangga, kchumasan dan
keprotokolan;

f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan
dinas;

g. melaporkan hasil kerja capaian kinerja;

h. melaksanakan (ugas kedinasan lain scsual dengan

bidang tugasnya;

i. melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian... .
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(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian
keuangan;

b. menyusun rencana anggaran Kerja dinas;

c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan
penggunaan anggaran,

d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan
belanja tidak langsung;

e, menyusun dan menganalisa laporan keuangan;

f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan
pembukuan fakuntansi;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

hidang tugasnya.

{3] Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:

4. menyusun rencana program dan kegiatan;

b. menyusun rencana anggaran kerja dinas;

¢. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan
penggunaan anggaran;

d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan
belanja tidak langsung;

e. menyusun dan menganalisa laporan keuangan;

f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan
pembukuan /akuntansi;

g. melaporkan hasil kerja capaian kinerja;

h. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan
kegiatan antar bidang;

. menyusun dokumen pelaporan dinas;

j. menyusun dokumen perencanaan dinas;

k. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;

1. melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 7

(1) Bidang Kesctaraan Gender dan Partisipasi Masyarakat,
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di
bidang Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakat.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud_ Pﬂclﬂ_
ayat (1), Bidang Kesetaraan Gender dan Partisipasi
Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ckonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas
keluarga;

b. pelaksanaan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum
dan pembinaan kualitas keluarga;

C. penyusunan... -gg] % &
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C. penyusunan program pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;

d. pelaksanaan fasilitasi, sosialisai dan distribusi kegiatan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sesial, politik, hukum
dan pembinaan kualitas keluarga;

e. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum
dan pembinaan kualitas keluarga

f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ckonomi, sosial, politik, hukum
dan pembinaan kualitas keluarga;

£. penyusunan laporan Kketercapaian sasaran program
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum
dan pembinaan kualitas keluarga;

h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait; dan

i, pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan oich
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 8

{1} Scksi Kesetaraan Gender, melaksanakan tugas:

a. menyiapkan dan menyusun bahan program
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;

b. melaksanakan kajian program pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

¢. menyusun kegiatan pengarusutamasn gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

d. melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

e. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga
pengarusutamasn gender dan pemberdayaan
nerempuan di bidang ekonomi;

f. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
g. melaporkan hasil kerja capaian kinerja;
h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan

instansi terkait; dan ‘
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

(2) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, mempunyai tugas:

a. menyiapkan perumusan dan kajian  kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

b. menyiapkan Tfasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

¢. menyiapkan... gg. \9’ &
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c. menyiapkan bahan pemberian bimhingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang kualitas keluarga;

d. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

gender di bidang kualitas keluarga;

monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;

melaperkan hasil kerja capaian kineria;

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan

instansi terkait; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

g

(3) Seksi Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Usaha

Perempuan, mempunyai tugas:

a. melaksanakan peraturan,perundang-undangan dan
kebijakan tentang partisipasi lembaga usaha dan dunia
usahsa;

b. melaksanakan penyusunan pedoman, program, dan
Kegiatan partisipasi lembaga usaha dan dunia usaha;

¢, melaksanakan peningkatan pemahaman bagi lembaga
profesi dan dunia usaha tentang partisipasi masvarakat;

d. melaksanakan peningkatan kualitas kerjasama dengan
lembaga profesi dan dunia usaha;

e. melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi
pclaksanaan kegiatan partisipasi lembaga profesi dan
dunia usaha;

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan
kegiatan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;

g. melaksanakan penyusunan pedoman, program dan
kegiatan partispasi media;

g¢. monitoring dan evaluasi capaian kKinerja dinas;

i. melaporkan hasil kerja capaian kinerja;

k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan

instansi terkait; dan
I. melaksanakan ftugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Perempuan

Pasal 9

(1} Bidang Perlindungan Perempuan, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Perlindungan
Perempuain.

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan, mempunyai
fungsi:

a. %&n}iapaﬂ bahan rumusan kebijakan perlindungan hak
perempuan, pembinaan lembaga layanan perempuan;

b. pelaksanaan kajian kebijakan perlindungan hak
perempuan, pembinaan lembaga layanan perempuan;

c. penyusunan... () 19‘ ﬂ’
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c. penyusunan program perlindungan hak perempuan,
pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak;

d. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan  distribusi
kegiatan pemenuhan hak perempuan, pembinaan
lembaga lavanan percmpuan dan anak;

e. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga perlindungan
hak perempuan, pembinaan lembaga layanan
perempuan dan analk;

f. pemantauan dan evaluasi pelaksanzan program
perlindungan hak perempuan, pembinaan lembaga
layanan perempuan dan anak;

g penyvusunan laporan ketercapaian sasaran program
perlindungan hak perempuan, pembinaan lembaga
lavanan perempuan dan anak; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oich atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

{1} Seksi Pemenuhan Hak Perempuan, mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan program perlindungan
hak perempuan;
mengkaji program perlindungan hak perempuan;
menyusun kegiatan perlindungan hak percmpuan;
melaksanakan kegiatan perlindungan hak perempuan;
melaksanakan kegiatan penguatan lembaga
perlindungan hak perempuan;
monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
melaporkan hasil kerja capaian kinerja;
melaksanakan koordinasi dan kerjasamia  dengan
instansi terkait; dan
i, melaksanakan tugas kedinasan lain sesual dengan
bidang tugasnva.

o

R

(2] Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, mempunyai
tugas:

a. penyiapan bahan penyusunan program
pengarusutamaan gender dan pembinaan kuslitas
keluarga;

b. pelaksanaan kajian program pengarusutamaan gender
dan pembinaan kualitas keluarga;

c. penyusunan kegiatan pengarusutamaan gender dan
pembinaan kualitas keluarga;

d. pelaksanasan kegintan pengarusutamaan gender dan
pembinaan kualitas keluarga;

e. pelaksanaan kegiatan penguaian lcmbgga
pengarusutamaan gender dan pembinaan lualitas
keluarga; - : =

f. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;

melaporkan hasil kerja capaian kinerja;

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnys.

-

(3) Seksi...gy g %



i0

{3) Seksi Pembinaan Organisasi Perempuan, mempunyai tugas:

a. melaksanakan peraturan dan kebijakan partisipasi

organisasi keagamaan kemasyarakatan,

b, melaksanakan peningkatan pemahaman partisipasi

organisasi perempuan;

c. melaksanakan sosialisasi tentang organisasi perempuan

dan terkoordinasi dengan organisasi yang ada;

d. melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan keorganisasian vang ada;

e. melaksanakan penyusunan prograin kegiatan
partisipasi organisasi keagamaan, kemasyarakatan dan
organisasi lainnyva;
monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
melaporkan hasil kerja capaian kineria;
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

"

T

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Anak

Pasal 11

(1) Bidang Perlindungan Anak, mempunysi tugas
melaksanakan scbagian tugas dinas di bidang Perlindungan
Anak:

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, B:demg Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pemetaan hak
anak dan perlindungan anak dari kekerasan,

b. pelaksanaan sosialisasi tentang pemberdayaan anak
kualitas hidup anak, lembaga layanan perempuan anak;

c. pelaksanaan sosialisasi tentang data gender dan anak,
hak sipil, informasi dan partisipasi anak;

d. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi pemenuhan hak
kesehatan dan kesejahteraan anak;

e. pelaksanaan fasilitasi lembaga yang terlampir dalam
pemenuhan dan peningkatan kualitas hidup anak;

f. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/lembaga terkail
periindungan anak dan pemenuhan hak anak;

g pelaksanaan sosialisasi dan advokasi peningkatan dan
pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak
dan pemenuhan hak anak;

h. menunjukkan laporan, cvaluasi kegiatan yang terkail
dengan tugas dan fungsi; dan

i. pclaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12...% 'ﬂ,'&
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Pasal 12

{1} Seksi Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas:

(2]

d.

Fl

d.

menyiapkan bahan dan penunjukkan pemenuhan hak
anak dalam pengasuhan alternatif, pendidikan dan hak
partisipartif dalam pembangunan;

melaksanakan  sosialisasi  yang terkail dengan
pemenuhan hak-hak anak dan pengutan lembaga
pemcnuhan hak analk;

menyiapkan bahan program pemenuhan hak sipil analk,
hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk
berpartisipasi dalam pembangunan;

menyusun  kegiatan untuk memperolch layanan
kesehatan dengan standar vang tinggi dan hak anak
untuk mendapatkan kesejahteraan ;

mengkaji  program pemenubhan hak anak unfuk
memperoleh layanan kesehatan tanpa membedakan
diskriminasi anak;

melaksanakan sosialisasi dan advokasi pemenuhan hak
anak berkebutuhan khusus dan anak yang
berkebutuhan dengan hukum;

melaksanakan penunjukkan hak anak berkebutuban
khusus dan pembangunan dan  memberikan
perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus,
anak yang berhadapan dengan hukum; dan

. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;

melaporkan hasil kerja capaian kinerja;

melaksanakan koordinasi dan kKerjasama dengan
instansi terkait; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai tugas:

a.

b.

€.

f.

menyiapkan bahan penyusunan program terhadap
lembaga lembaga layanan anak korban kekerasn;
menyusun kegiatan, pembinaan terhadap lembaga
layanan perempuan dana anak mengalami lorban
kekerasan;

melaksanakan kegiatan dan koordinasi terhadap
lembaga pembinaan dan lembaga layanan yang
menangani  perempuan dan anak dari  korban
kekerasan;

melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pembinaan
terhadap lembaga layanan perempuan dan anak;
mealaksanakan kegiatan organisasi anak dan angka
peningkatan kualitas hidup anak dalam pembangunan;
melaksanakan kegiatan program organisasi yang terkait
dengan anak peningkatan kualitas hidup anak daiam
partisipatif untuk pembangunan ;

g. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
h. melaporkan hasil kerja capaian kinerja;

i

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dengan
bidang tugasnya.

(3} Seksi...
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(3] Seksi Data Gender dan Anak, melaksanakan tugas:

(1

{2)

a. penyiapan bahan penyusunan program pengumpulan,
pengolahan dan pengelolaan data gender dan anak;

b. penyususnan rencana  kegiatan pengumpulan,
pengolahan dan pengelolaan data gender dan anak;

c. pelaksanaan kegiatan informasi data gender dan anak;

d. pelaksanaan sosialisasi terkait dengan pengumpulan,
pengolahan dan pengelolaan data gender dan anak;

e. pembinaan kelembagaan pengumpulan, pengolahan dan
pengelolaan data gender dan anak;

f. pemantaun «dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender
dan anak;

g. pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pelayanan
informasi data elektronik tentang gender dan anak
korban kekerasan;

h. penyusunan laporan jumlah korban kekersan terhadap

perempuan dan anak;

monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;

melaporkan hasil keria capaian kinerja;

melaksanakan koordinasi dan kerjasamza dengan

instansi terkait; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnva.

i
i

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas
melaksanakan  scbagian  tugas dinas di  bidang
Pemberdayaan Masvarakat:

Unituk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyal

fungsi:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
bidang pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis
hidang pemberdayaan masyarakat;

¢. pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang
pcmberdayaan masyarakat;

d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/lembaga terkait
pemberdayaan masyarakat;

¢. peclaksanaan pemantauan, evaluasi dan peclaporan
kegiatan yang terkait dengan fugas dan fungsi; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olch
Kepala Dinas scsuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

{1} Seksi Penguatan Kelembagaan, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis scksi
penguatan kelembagaan;

b. melaksanakan...

A



(2)

(3]

h.

n

oo
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melaksanakan program dan pelunjuk teknis seksi
penguatan kelembagaan,;

melaksanakan pengawasar, pembinaan dan
pengendalian seksi penguatan kelembagaan;

monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
melaporkan hasil kerja capaian kinerja;

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkair; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

Seksi Pembangunan dan Pengembangan Masvarakat
mempunyai tugas:

a.
b.

C.

menyusun rencana program dan petunjuk teknis seksi
pembangunan dan pengembangan masyarakat;
melaksanakan program dan petunjuk teknis seksi
pembangunan dan pengembangan masyarakat;
melaksanakan pengawasan, pembinaan dan
pengendalian seksi pembangunan dan pengembangan
masyarakat;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi;
memfasilitasi pengembangan pembangunan partisipasi
masyarakat;

melakukan koordinasi dengan dinas/lembaga terkait
pembangunan dan pengembangan masyarakat; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
hidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Teknologi
Tepat Guna, melaksanakan tugas:

.

£

menyusun rencana program dan petunjuk teknis seksi

pemberdayaan masyarakat miskin dan tcknologi tepat
na;

f'{rtuelaksanakan program dan petunjuk tcknis seksi

pemberdayaan masyarakat miskin dan teknologi tepat

guna;

melaksanakan pengawasan, pembinaan dan

pengendalian scksi pemberdayaan masyarakat miskin

dan teknologi tepat guna;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi;

melakukan koordinasi dengan dinas/lembaga terkait

pemberdayaan masyarakat miskin dan teknologi tepat

guna; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

BAB IV...

& )
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BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

(1} Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis
operasional Dinas.

{2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh scorang kepala yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 16

Dalam mclaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan  bidang
operasionalnya; dan

b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 17

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi
Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam Peraturan Walikota
tersendird,

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

{1} Kelompok Jabatan Fungsional mempunyar tugas
melaksanakan kegiatan teknis scsuai dengan bidang
keahlian masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalam suh—s_ub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan ktdal.sm
bidang dan/atau seksi yang sesuai dengan butir kegiatan
teknis fungsional.

(4) Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jenis dan beban kerja.

BAB VL.. @ \Q’&
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BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pada Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau
sehaliknya secara administratil dilaksanakan melalui
Sekretaris.

{2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Scksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam
lingkungan masing-masing maupun antar saituan
organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan
instansi lain di lnar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas
masing-masing.

(3} Kepala Dinas, Seckretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Tckuis
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

{4} Kepala Dinas, Sekrctaris, Kepala DBidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing serfa menyampaikan
laporan tepat waktu.

{5) Setiap laporan yang diterima olch pimpinan satuan
organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih
lanjut.

{6} Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat

menunjuk Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang di
lingkungan Dinas berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VIIL... ﬂ\@)- &



BAB Viii
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1j Efekufitas pelaksanasn  tugas dan  fungsi  Dinas
sebagaimana diattn  dalam  Peraturan  Walikota  int,
wajib  dilaksanakan  selambor-lambamyva  pada  tangend
I Januari 2017,

{2} Segalp ketentuan yang bericiitangan dan atau {iak sesual

dengan Peraturan Walikota iai dilakukan penvesuaian.

BAL X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Prosedur dan mekanisme pelaksanann fugas dan fungsi dinas
vang tersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Dengun berlalkunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota
Palembang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Lembaga Telinis Paerah Kota Palembang
BAR il Bagian Ketuiuh dan Kedelapan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturen Walikota ini mulai  berlaku  pada tengaal
diundangkan.

Agar setiap  orang  mengetahuinva, memerintahkan
pengumndangan Peraturan Walikowg ind, dengan prnempaiannya
dalem Berita Dacrah Kota Falembang,

Ditetapkan di Palemban
pada tanggal Roember 20110

WALIKOTA[PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2D November— 2016

SERRETARIS DAERAH
KOTA PALEMB

HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2010 NOMOR 6





